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ABSTRAK

Kebijakan sosial dan program pelayanan telah banyak dilakukan oleh pemerintah. Meskipun
suatu kebijakan sosial telah dirancang dengan baik, tidak berarti pelaksanaannya akan sesuai dengan
tujuan yang diharapkan. Keberhasilan suatu kebijakan dilihat dari bagaimana kebijakan tersebut dapat
diwujudkan menjadi pedoman yang lebih aplikatif untuk menjadi panduan dalam implementasi
kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang interpretasi
kebijakan Peraturan Bupati Sumedang No. 12/2013 oleh aparat pemerintah daerah terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman aparat pemerintah mengenai kebijakan
dilihat dari pemahaman mengenai masalah sosial yang menjadi sasaran dari kebijakan, tujuan dari
kebijakan, serta regulasi lain yang terkait dengan kebijakan. Selain itu, pada aspek pilihan
implementasi terdapat nilai-nilai dan kriteria yang muncul dari aspek-aspek pilihan. Adapun nilai-
nilai yang muncul adalah equality dan equity, sedangkan kriteria yang muncul adalah effectiveness
dan efficiency. Ketika menginterpretasikan kebijakan tersebut, aparat pemerintah juga memahami
kendala dalam implementasi kebijakan. Adapun kendala dalam implementasi antara lain kondisi
sosial budaya masyarakat, kebijakan pendukung, serta ketersediaan fasilitas pendukung.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal antara lain pelibatan dinas teknis lain dalam
implementasi kebijakan, penyusunan peraturan pendukung, serta memaksimalkan pelibatan
masyarakat dan pihak swasta dalam implementasi kebijakan.

Kata Kunci: Kebijakan Sosial, Interpretasi Kebijakan, Landasan Nilai

ABSTRACT

Social policy and program have been conducted by the government. Though an social policy
has been designed well, does not mean that its implementation would be in line with the aim of which
is expected to .The success of a policy from the point of view of how this policy can be interpreted
become a guideline for more applicative to be a guide for the implementation of this policy. This
research aims to describe the interpretation of the policy regulations of Bupati Sumedang Number
1272013 by administrator in Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum,
dan Badan Lingkungan Hidup Sumedang.
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The results showed that understanding administrator about the policy as seen from the
understanding of the social issues that become the targets of the policy, the goals of policy, and other
related policies. In addition, there are values and criteria that became the basis for the administrator
in determining the choices. Values in choices are equality and equity, while the criteria are
effectiveness and efficiency. When interpreting the policy, administrators can also understand the
constraints in the implementation of the policy. As for the obstacles in the policy implementation are
the community's culture, policy evaluation, and the availability of supporting facilities.

The recommendations of this research are involving more agencies, developing more

operational regulation,
implementation.

improving community and private sectors involvement in policy

Keywords: Social Policy, Policy Interpretation, Value Based

1. Pendahuluan

Pembangunan  pada  hakekatnya

bertujuan untuk memperbaiki dan

meningkatkan kualitas hidup manusia. Terkait
dengan hal tersebut, pembangunan
memerlukan cara atau pedoman tindakan yang
terarah sehingga perbaikan dan peningkatan
kualitas hidup manusia dapat tercapai. Suatu
perangkat pedoman yang memberikan arah
terhadap pelaksanaan strategi-strategi
pembangunan dapat pula disebut sebagai
kebijakan. Lebih lanjut, kebijakan yang
dirancang untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat atau kualitas hidup masyarakat
tersebut didefinisikan sebagai kebijakan sosial
(Midgley and Livermore, 20009 : x).

Midgley (2009 : 5) kemudian membagi
kebijakan sosial kedalam dua aspek. Pertama,
kebijakan sosial dipahami sebagai kebijakan
dan program yang dijalankan oleh pemerintah,
untuk

didesain meningkatkan

yang
kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan

harkat manusia. Kedua, kebijakan sosial
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dipahami sebagai kegiatan akademik yang
mencakup deskripsi, eksplanasi, dan evaluasi
terhadap kebijakan sosial.

Melihat pendapat Midgley tersebut,
dapat dikatakan bahwa kebijakan sosial
berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat
atau kesejahteraan sosial. Pandangan tersebut
sejalan dengan pendapat Zastrow (2010 : 2)
yang mengemukakan bahwa tujuan dari
kesejahteraan sosial adalah untuk memenuhi
kebutuhan sosial, ekonomi, kesehatan, dan
rekreasional pada setiap individu di
masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut,
maka dari kebijakan sosial disusun program-
program pelayanan sosial kepada masyarakat.

Lebih lanjut, kebijakan sosial yang
dilakukan oleh pemerintah dapat dimaknai
secara sempit dan secara luas. Secara sempit,
kebijakan sosial yang dilakukan oleh
pemerintah antara lain dapat dilihat dari
program-program pelayanan sosial dalam
bidang kesejahteraan sosial yang dikemukakan

oleh Deacon (2002 : 4) yaitu pelayanan sosial
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di bidang kesehatan, pelayanan sosial di
bidang pendidikan, pelayanan sosial di bidang
perumahan, serta layanan sosial personal.
Secara luas, kebijakan sosial dimaknai sebagai
kebijakan kesejahteraan sosial (social welfare

yakni apa yang dilakukan oleh

policy),
pemerintah yang mempengaruhi kualitas hidup
manusia (Di Nitto, 2003 : 2). Upaya yang
dilakukan  oleh

pemerintah  tersebut

dikategorikan menjadi public assistance,

social insurance, social service, serta isu-isu

yang mempengaruhi pemenuhan layanan
kesejahteraan sosial.

Terkait dengan kebijakan sosial,
terdapat beberapa penelitian yang sudah

dilakukan dalam mengkaji kebijakan sosial
yang diterapkan oleh pemerintah. Pada
umumnya kajian terhadap kebijakan sosial
dilakukan untuk mengetahui apakah telah
terjadi perubahan atau perbaikan terhadap
kondisi kehidupan klien atau kelompok
sasaran program. Dengan kata lain, penelitian
yang terkait dengan kebijakan sosial tersebut
lebih diarahkan pada implementasi dan
evaluasi terhadap kebijakan sosial. Penelitian
mengenai evaluasi kebijakan dilakukan pada
program-program  yang dijalankan oleh
pemerintah (Mujiyadi dan Sumarno, 2013;
Suradi, 2012; Habibullah dan Noviana, 2013;
Widodo, dkk., 2010;
Roebiyantho, 2013; Anasiru, 2011; Supeno,

2006).

Sumarno  dan

Selain evaluasi kebijakan sosial,
penelitian lain mengenai kebijakan sosial

diarahkan pada implementasi dari kebijakan
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sosial (Astuti, 2013; Padmi, dkk., 2013;
Purwanto dan Syawie, 2013; Fatony, 2011;
Suradi, dkk., 2013). Kesimpulan dari

penelitian-penelitian tersebut adalah bahwa
kebijakan dan program pelayanan telah banyak
dilakukan namun masih terdapat beberapa
kendala dalam pelaksanaan program dan
pencapaian  tujuan

program.  Meskipun

kebijakan sosial, yang menjadi pedoman
dalam penyusunan program, telah dirancang
dengan baik, tidak berarti pelaksanaannya
akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Dengan kata lain, keberhasilan suatu kebijakan
dilihat dari bagaimana kebijakan tersebut dapat
diinterpretasikan oleh pihak-pihak yang
terkait. Terutama, bagaimana suatu kebijakan
diinterpretasikan menjadi pedoman yang lebih
aplikatif untuk menjadi panduan dalam
implementasi kebijakan tersebut.

Untuk memahami interpretasi pada
kebijakan tersebut dapat dilihat dari pandangan
Jamrozik mengenai level dalam kebijakan
sosial. Jamrozik (2001 : 51-52) menjelaskan
bahwa kebijakan sosial merupakan suatu
rangkaian proses, yang meliputi tiga level,
yaitu level politik (political sphere), level
administratif (administrative sphere), dan
level operasional (operational sphere). Level
politik merupakan proses perencanaan dan
formulasi kebijakan (policy planning and
formulation). Level administratif merupakan
proses interpretasi dan penyusunan kebijakan

menjadi serangkaian kegiatan yang lebih

operasional. Proses intepretasi tersebut sebagai
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kerangka kerja untuk level operasional dimana
pelayanan sosial (service delivery) yang
sebenarnya dilaksanakan langsung kepada

masyarakat (service-receiving public).

2. Tinjauan Pustaka

Tujuan dari kesejahteraan sosial adalah
untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi,
kesehatan, dan rekreasional pada setiap
individu di masyarakat (Zastrow, 2010 : 2).
sosial untuk

Kesejahteraan berupaya

meningkatkan keberfungsian sosial pada
semua lapisan umur, baik yang tergolong
dalam kelompok miskin maupun kelompok
kaya. sedikit berbeda

dikemukakan oleh Midgley (1995 : 5) yang

Pandangan yang

melihat kesejahteraan sosial sebagai suatu
keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang
tercipta ketika berbagai permasalahan sosial
dapat dikelola dengan baik; ketika kebutuhan
manusia dapat terpenuhi  dan  ketika
kesempatan sosial dapat dimaksimalkan.
Pandangan Midgley tersebut
menggambarkan tentang pengelolaan masalah
sosial yang baik akan dapat mewujudkan
sosial.  Selain

kesejahteraan pengelolaan

masalah sosial, kesejahteraan sosial juga
dicirikan ketika kebutuhan-kebutuhan manusia
dapat  terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan
tersebut tidak saja kebutuhan dasar (seperti
makan, pakaian, dan perumahan), tetapi juga
kebutuhan yang melengkapi kebutuhan dasar
seperti pendidikan dan kesehatan. Midgley

juga menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial
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terwujud ketika kesempatan sosial dapat
dimaksimalkan. Melihat pendapat Midgley
tersebut, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan
tidak  sekedar  bicara

sosial tentang

keberfungsian sosial individu, namun juga

membahas tentang suatu kondisi atau keadaan

yang  memungkinkan  setiap  individu
mendapatkan layanan-layanan untuk
meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan

demikian, kesejahteraan sosial merupakan

suatu  keadaan ketika setiap individu
mempunyai kesempatan yang sama untuk
mengakses layanan-layanan yang terkait
dengan upaya pemenuhan kebutuhannya.
Pendapat Midgley tersebut
menunjukkan keluasan cakupan kesejahteraan
sosial. Untuk memahami keluasan
pembahasan kesejahteraan sosial ini, dapat
dilakukan dengan memahami keluasan makna
dari kebijakan kesejahteraan sosial (social
welfare policy) yang disampaikan oleh Di
Nitto. Ditambahkan pula oleh Di Nitto (2003 :
2-4) bahwa kebijakan sosial tersebut merujuk
pada tindakan pemerintah yang berdampak
pada kesejahteraan masyarakatnya melalui
penyediaan layanan dan pendapatan. Pada
umumnya, kebijakan sosial dibatasi pada
kebijakan pemerintah yang terkait langsung
dengan pendapatan, layanan, dan kesempatan
bagi mereka yang lanjut usia, miskin, disable,
sakit, atau kelompok rentan lainnya. Di Nitto
beranggapan bahwa kebijakan sosial itu lebih
luas yang dapat dikategorikan menjadi public

assistance (karena hanya untuk orang miskin),
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social insurance (karena untuk mencegah
orang menjadi miskin), social service (karena
untuk menyediakan layanan, pendidikan, dan
lainnya), serta isu-isu yang mempengaruhi
pemenuhan layanan kesejahteraan sosial.

Dari pendapat Di Nitto tersebut, dapat
dilihat bahwa kebijakan sosial merupakan
segala tindakan yang diambil pemerintah yang
dapat mempengaruhi kesejahteraan
masyarakat. Tindakan yang diambil tersebut
tidak hanya terfokus pada bidang-bidang
pekerjaan sosial melainkan juga pada bidang-
bidang pembangunan lain yang lebih luas.
Dengan kata lain pemerintah bertanggung
jawab dalam memberikan layanan kepada
masyarakat miskin; memberikan jaminan
kepada masyarakat supaya tidak jatuh miskin;
menyediakan layanan-layanan kepada seluruh
masyarakat dalam meningkatkan kualitas
hidup masyarakat; serta isu-isu yang terkait
secara langsung maupun tidak langsung
dengan upaya pemenuhan layanan yang
dilakukan oleh pemerintah tersebut.

Pandangan Di Nitto mengenai keluasan
kebijakan kesejahteraan sosial tersebut, juga
sejalan dengan pendapat Gilbert and Terrell
(1993 : 33) bahwa kebijakan kesejahteraan
sosial ~dipahami secara  komprehensif.
Pemahaman secara komprehensif tersebut
dapat dilihat berdasarkan kategori bidang
fungsional (seperti misalnya bidang kesehatan,
pengadilan, pendidikan), area masalah (seperti
misalnya kekerasan domestik, tuna wisma,

pengangguran), kelompok populasi (seperti
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misalnya anak-anak, remaja, lanjut usia), atau
kombinasi  dari

ditambahkan oleh Gilbert and Terrell, bahwa

ketiganya. = Meskipun,
seringkali ketiga kategori tersebut saling
tumpang tindih sehingga akan menyulitkan
dalam pemisahan secara substantif. Dapat
dilihat bahwa kebijakan kesejahteraan sosial
terkait dengan program pelayanan yang
dilakukan oleh pemerintah pada tiga kategori
tersebut.

Untuk memahami pandangan dari Di
Nitto dan Gilbert and Terrell tersebut, dapat
dilihat pula dari pandangan Spicker (1995 : 3)
yang menyebutkan bahwa kebijakan sosial
merupakan kajian tentang pelayanan sosial dan
negara kesejahteraan. Meskipun kajian
tersebut tersebut mengalami perkembangan,
akan tetapi pelayanan sosial merupakan awal
dari kajian kebijakan sosial dan masih menjadi
inti dari kajian tersebut. Pandangan Spicker ini
menjelaskan ~ bahwa  kebijakan  sosial
merupakan kajian tentang pelayanan sosial
dalam negara kesejahteraan. Lebih lanjut,
Spicker menjelaskan bahwa pada prinsipnya
layanan tersebut merupakan tanggung jawab
pemerintah di seluruh negara, bukan hanya
pemerintah pada negara kesejahteraan. Dalam
hal ini dapat diartikan bahwa layanan tersebut
juga disediakan oleh negara yang tidak
termasuk dalam kategori negara kesejahteraan.
Semua negara atau pemerintahan akan
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya. Jadi kajian tentang kebijakan

sosial tidak hanya kajian tentang pelayanan
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sosial yang diberikan dalam negara Pemisahan dua sasaran tersebut menunjukkan

kesejahteraan, tapi juga pelayanan sosial yang
diberikan oleh semua negara dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Dari pandangan Spicker tersebut dapat
dilihat bahwa peningkatan kesejahteraan

masyarakat melalui penyelenggaraan
pelayanan sosial merupakan tujuan yang ingin
dicapai dalam kebijakan sosial. Pandangan
tersebut dapat menjelaskan pendapat Midgley
sebelumnya di atas, mengenai kesejahteraan
sosial dalam arti yang luas. Dimana, kebijakan
sosial muncul ketika pemerintah berupaya
untuk  mengelola  permasalahan  sosial;
menyediakan layanan yang terkait dengan

pemenuhan kebutuhan dan menjamin layanan

tersebut dapat dijangkau oleh seluruh
masyarakat.
Pemikiran ini  diperkuat  oleh

pandangan Blackmore and Griggs (2007 : 1),
yang mendefinisikan tujuan kebijakan sosial

sebagai untuk  meningkatkan

upaya

kesejahteraan sosial (meskipun seringkali

mengalami kegagalan) serta untuk memenuhi

kebutuhan individu seperti pendidikan,

kesehatan, perumahan, dan jaminan sosial.
individu dan

Pemenuhan kebutuhan

peningkatan  kesejahteraan  sosial  ini
menunjukkan bahwa nilai keadilan sosial
sangat kental dalam kebijakan sosial.

Dari pandangan tersebut, dapat dilihat
bahwa kebijakan sosial memiliki dua sasaran
utama yakni peningkatan kesejahteraan sosial
kebutuhan  individu.

dan  pemenuhan
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bahwa kebijakan sosial tidak hanya terkait

dengan layanan-layanan dalam bidang

pendidikan, kesehatan, perumahan, dan

jaminan sosial. Melainkan juga dengan upaya-

mendorong  terciptanya

upaya  yang

kesejahteraan sosial di masyarakat.
Pandangan lain mengenai pemahaman

kebijakan sosial juga dapat dilihat dari

pendapat  Jamrozik  mengenai  definisi

kebijakan Kebijakan
dikemukakan oleh Jamrozik (2001

sosial

37)

sosial.

sebagai sebuah mekanisme untuk
mengalokasikan sumberdaya yang ada pada
masyarakat dengan tujuan untuk mencapai
outcome tertentu sesuai harapan nilai-nilai
dominan masyarakat serta tujuan dan sasaran
kebijakan yang telah ditentukan.

Lebih lanjut, dijelaskan oleh Jamrozik
bahwa kebijakan sosial pada hakekatnya
berurusan dengan pengaturan hubungan sosial
yang bertujuan untuk menegaskan nilai-nilai
dan kepentingan tertentu. Hal tersebut
dilakukan melalui implementasi pendekatan
yang sesuai yang didesain untuk mencapai
hasil yang diharapkan.

Berbeda dengan Jamrozik, Midgley
and Livermore (2009 : 5) membagi kebijakan
sosial kedalam dua aspek. Pertama kebijakan
sosial dipahami sebagai kebijakan dan
program yang dijalankan oleh pemerintah,
untuk

didesain meningkatkan

yang
kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan

harkat manusia. Kedua, kebijakan sosial
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dipahami sebagai kegiatan akademik yang
mencakup deskripsi, eksplanasi, dan evaluasi
terhadap kebijakan sosial.

Pandangan Midgley tersebut diperkuat
oleh pendapat Deacon (2002 : 4-8) yang
menyatakan bahwa kebijakan sosial sebagai
suatu kajian dan analisis seringkali dipandang
tidak memiliki hubungan yang erat dengan
ilmu sosial lainnya seperti ilmu ekonomi, ilmu
sosiologi, dan ilmu politik. Namun, pandangan
tersebut terbantahkan ketika melihat pada
manfaat dari jaminan sosial atau administrasi
dari sistem layanan kesehatan. Pendukung
kajian kebijakan sosial justru melihat bahwa
kajian tersebut memiliki hubungan yang erat
dengan ilmu sosial lainnya ketika mewujudkan
kesejahteraan sosial masyarakat, dengan
menggunakan kerangka kerja analitisnya dan
penekanan pada isu keadilan sosial dan
kebutuhan manusia.

Bahasan dan kajian kebijakan sosial
dapat dilihat dari beragam cara dan saling
mengikat satu dengan lainnya. Pada satu sisi,
ini merupakan kebijakan dan praktik dalam
menyelenggarakan layanan kesehatan, layanan
jaminan sosial atau perlindungan sosial,
layanan pendidikan, dan layanan perumahan.
Sementara kajian kebijakan sosial ini dianggap
sebagai bagian dari sektor kebijakan yang
dikembangkan di negara-negara kesejahteraan,
kajian ini mulai tumbuh dan diterapkan di
negara-negara yang sedang berkembang (Hall
and Midgley, 2004; Mkandawire, 2005).

Ketika diterapkan di negara-negara tersebut,
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perlu dilakukan modifikasi untuk mengubah
kerangka berpikir dan merangkul masyarakat
miskin sehingga kesejahteraan sosial dapat
diwujudkan (Gough and Woods, 2004).
Karena itu kajian kebijakan sosial merupakan
bagian dari kajian negara kesejahteraan dan
kajlan pembangunan pada pengembangan
negara kesejahteraan. Pemisahan kedua
konsep tersebut akan mengaburkan tentang
pemahaman kajian pembangunan di negara
kesejahteraan serta kebijakan sosial dalam
konteks pembangunan yang hanya fokus pada
kemiskinan, akibatnya akan melupakan isu
keadilan dan universalisme. Dari pemaparan di
atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan sosial
memiliki dua sasaran utama yakni peningkatan
sosial  dan

kesejahteraan pemenuhan

kebutuhan individu yang terkait dengan
layanan dalam bidang pendidikan, layanan
dalam bidang kesehatan, layanan dalam bidang

perumahan, dan layanan jaminan sosial.

3. Metodologi

Penelitian ni menggunakan

pendekatan kualitatif, untuk mencari informasi
yang mendalam tentang interpretasi yang
dilakukan di level administratif mengenai
kebijakan sosial yang disusun oleh pemerintah

Kabupaten = Sumedang. Informasi

yang
mendalam mengenai intepretasi kebijakan di

level administratif tersebut dilihat dari

pemahaman aparat pemerintah mengenai
kebijakan Peraturan Bupati Sumedang Nomor

12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
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Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis
Provinsi Pendidikan Jatinangor.

Penelitian ini mendeskripsikan
mengenai interpretasi kebijakan Peraturan
Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2013
Tata dan

tentang Rencana Bangunan

Lingkungan Kawasan Strategis Provinsi
Pendidikan Jatinangor, yang dilakukan oleh
aparat pemerintah di level administratif.
Interpretasi tersebut dilihat dari pemahaman
mengenai masalah sosial dan tujuan yang
tercantum dalam suatu kebijakan; serta
pemahaman mengenai regulasi yang terkait
dengan kebijakan tersebut. Selain itu juga
dilihat dari nilai-nilai (equality, equity, dan
adequacy) dan kriteria tunggal (effectiveness,
efficiency, cost ffective, atau cost benefit) yang
muncul dari pilihan-pilihan yang diambil oleh
aparat pemerintah dalam menginterpretasikan
kebijakan. Nilai-nilai tersebut muncul dalam
pilihan aparat pemerintah mengenai bases
allocation dan social provision. Sedangkan,
kriteria tunggal muncul ketika menetapkan

pilihan mengenai delivery system dan finance.

4. Hasil
Interpretasi kebijakan Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
Pendidikan
oleh

Kawasan Strategis Provinsi

Jatinangor yang dilakukan aparat
pemerintah, antara lain dilihat dari pemahaman
aparat pemerintah, pilihan implementasi yang

diambil, serta kendala implementasi yang
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dirasakan.  Adapun

ketika

pemahaman  aparat

pemerintah menginterpretasikan
kebijakan tersebut antara lain pemahaman
mengenai masalah sosial yang menjadi sasaran
kebijakan,

pemahaman mengenai tujuan

kebijakan, serta pemahaman mengenai

regulasi terkait. Sedangkan pilihan yang

diambil terkait dengan aspek-aspek penentuan

penerima program, penentuan program,
penentuan penyampaian program, serta
penentuan pendanaan. Selain itu, juga

ditemukan adanya kendala implementasi yang
dirasakan oleh aparat pemerintah ketika
menginterpretasikan Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 12 Tahun 2013 tersebut.
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12
Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Bangunan
dan Lingkungan Kawasan Strategis Provinsi
Pendidikan suatu

Jatinangor merupakan

kebijakan sosial yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Sumedang. Pendapat
ini mengacu pada pandangan Di Nitto
mengenai kebijakan sosial. Di Nitto (2003)
menyebutkan ~ bahwa  kebijakan  sosial
merupakan segala tindakan yang dilakukan
oleh pemerintah yang mempengaruhi kualitas
hidup masyarakat. Pemerintah bertanggung
jawab dalam memberikan layanan kepada
masyarakat miskin, memberikan jaminan
kepada masyarakat supaya tidak jatuh miskin,
serta menyediakan layanan-layanan kepada
seluruh masyarakat dalam meningkatkan
kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian,

dapat dikatakan bahwa melalui Peraturan
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Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tersebut,
pemerintah Kabupaten Sumedang berupaya
untuk  menyediakan  layanan  kepada
masyarakat Jatinangor dengan tujuan untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat
Jatinangor.

Selain dilihat dari pendapat Di Nitto,
pandangan dari Blackmore and Griggs (2007)
juga dapat dijadikan sebagai acuan ketika
menyebutkan bahwa kebijakan tersebut
termasuk sebagai kebijakan sosial. Pandangan
Blackmore and Griggs tersebut lebih
menekankan pada peran pemerintah dalam
menangani masalah sosial. Dimana, peran
tersebut muncul dalam bentuk kebijakan-
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 itu
sendiri diarahkan untuk mengatasi masalah-
masalah sosial yang ada di Jatinangor seperti
antara lain pemukiman yang padat; banjir;
pemenuhan air minum dan air bersih; serta
persampahan. Ketika  masalah-masalah
tersebut dapat diatasi oleh pemerintah, maka
kualitas

peningkatan hidup masyarakat

Jatinangor akan dapat tercapai. Dimana,
masyarakat Jatinangor akan mendapatkan
kualitas hidup yang layak, yang dilihat dari
pemukiman yang tertata, akses layanan air

bersih yang baik, pengelolaan sampah yang

baik, serta terhindar dari masalah banjir.

5. Simpulan
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Pemahaman aparat pemerintah
mengenai Peraturan Bupati Sumedang Nomor
12 Tahun 2013 dapat dilihat dari pemahaman
aparat pemerintah mengenai tujuan dari
kebijakan tersebut. Pemahaman mengenai
tujuan kebijakan juga tidak dapat dilepaskan
dari pemahaman aparat pemerintah mengenai
masalah sosial yang menjadi sasaran; serta
pemahaman mengenai regulasi yang terkait.
Landasan nilai dalam interpretasi
kebijakan Peraturan Bupati Sumedang Nomor
12 Tahun 2013 dilihat dari kategori pilihan
yang antara lain bases allocation, social
provision, delivery system, dan finance. Pada
kategori bases allocation menunjukkan bahwa
aparat pemerintah memilih target sasaran yang
bersifat universal. Kemudian, pada kategori
social provision, aparat pemerintah memilih
program dan layanan yang bersifat concrete
and diversified. Dari aspek pilihan bases
allocation dan social provision tersebut, nilai
yang muncul adalah equality dan equity. Pada
kategori delivery system, pilihan yang diambil
adalah public, private, and free-standing,
sedangkan, kategori finance pilihannya adalah
fixed-amount block grant. Dari aspek pilihan

delivery system, dan finance tersebut, kriteria

yang muncul adalah effectiveness dan
efficiency.
Dari hasil penelitian juga dapat

disimpulkan adanya kendala implementasi

ketika menginterpretasikan kebijakan

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun
2013,

antara lain perilaku masyarakat,
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